PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
MOMOR : 10 TAHUN 2000 %

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGAMISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGAH

Menirmbang :  a Bahwa dalem  rangka meningkatkan
penyelenggaraan Pemerintahan S8CATR
berdaya guna dan herhasil guna terutama
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
di mdang penyalenggaraan pendaftaran
penduduk, periu membentuk Dinas
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Acch
Tengah , sesuai dengan Keputusan Mentari
;i Dalam Negeri Momer 150 Tahun 1998
\ tantang pedoman organisasi dan tata kerja
o Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat

b, Bahwa untuk maksud tersebut periu
S menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mangingat . 1. Undang-undang Nomor 7 {drt) Tanhun 1956,

) tentang Pembentukan Daersh Otonbm
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumaters Utara, jo Undang-
undang Nemer 4 Tahun 1974, tentang
Pambentukan Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999,
tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Keputisan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Momor 31 Tahun
1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Fenyelenggaraan
Pendaftaran Panduduk Kepada Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomar 84
Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan |

6, Keputusan ... 2~




6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3%
Tahyn 1992, tentsng Pedomarn Organisasi
Dines Daetah ;

7. Kepitusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150
Tahun 1998, tenteng Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Panduduk
Daerah Tingkat II. !

Dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Aceh

Tengah

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEN TENGAM.
TENTANG SUSUNAN ORGANISASL DAN TATA KERIA
BINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUFATEN
ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah ;
. Pamerinkah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah, terdiri ates Kapala Daarah beserta
Perangkat daerah fainnya ; C
Bupati adalah Bupati Acsh Tengah;

Solrstaris - Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah |
Dinas Pendaftaran Penduduk adalah  Dinas
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran
Penduduk Kabupaten Aceh Tengah ;
. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran
Penduduk Kabupaten Aceh Tengah ; ¥
Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unsur  Pelaksanaan  Teknis
Operasional  Dinas  Pendaftaran  Pencuduk
Kabupaten Aceh Tengah;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaflaran Penduduk
yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh
pejabat . yang  herwenang sesual  bidang
keahliannya masing-masing ,

op
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BAB II
PEMBENTUKAN

pPasal 2

Dengan Peraturan Daerah in dibantuk Susunan
Organisasi can Tata Kerja Dinas Pandaftaran
Penduduk.

BAB III
ORGANISASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs!

. Pasal 3

(1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Dasrah dibidang
Pendaftaran dan Pencatatan Pendudul

{2) Dinas Psndaftaran penduduk dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
.dan bertaniggung jawab kepada Bupati,

Pasal 4

Dinas Pendaft: m punyai tugas_
pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah

‘dbn tugas pembantuan yang diberikan Pemerintsh ©

Pusat atau Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh  dibidang Pendaftaran dan  pencatatan
Penduduk. ’

Pasal 5

Untuk tugas pokok sebagai
dimeksud dalam. Pasal 4, Dinas Pendaftaran
Penduduk mempunyal fungsi :

a. Penyusunan rencana  pembangunan  dan
pengembangan ' Kegiatan Pendaftaran  dan’
Pencatatan Penduduk ! }

b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan

Kebijaksanaan yang ditetapkan. oleh Menteri

Dalam Negeri;

Pemberian nomor induk kependudukan;

Pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga;

e. Pendaftaran dan penerbitan kartu kanda
penduduk;

f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran; |

an
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Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;

_ Pencatatan dan penerbltan akta perceraian;

Pencatatan dan pensrbitan akta kematian ;

Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan

pengesahan anak; ‘

Pencatatan mutasi penduduk ;

Pengolahan data penduduk;

. Penyelenggaraan penyuluhan ;

. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas
Pendaftaran Penduduk |

o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendaftaran Penduduk ; .

Pelaksanaan tugas-tigas lain yang diberikan

oleh Bupati.

g
t
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Susunan Organisasi
Pasal E

{1) Susunan brganisasl Dinas Pendaftaran Penduduk
terdirl dari: o

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Pendaftaran ;

Seksi Pelayanan Pencatatan

Seksi Data dan Laporan ;

Cabang Dinas ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UFTD);
Kelompok Jabatan Fungsional.

sompangw

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran
Panduduk sebagairana tercantum = dalam
Lampiran, merupakan bagian yang tak

+ tarpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

pasal 7

kepala Dinas berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawah langsung kepada Bupati melalui
Sekrataris Daerah,

Pasal 8
Kepala Dinas mempunyai tugas
& Memimpin Dinas Pendaftaran Penduduk datam
P tugas yang kan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan kebijakan Pemerintah Daerah.
© b, Menyiapkan ... 5

4




=

Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang
pendaftaran kependudukan di daerah.

Menetapkan kebijakan teknis dibidang
pendaftaran penduduk di Dasrah yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan
umum yang ditatapkan olah Bupati.

d. Melal akan kerjasama dengan instansi dan
organisasi  lain  yang _menyengkut  bidang
pendaftaran penduduk di Daerah.

. Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

{1)Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pambantu
dibidang Administrasi

(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepaia Dinas.

v Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas pokok
molaksanakan urusan penyusunan rencana dan
program, gan, keps 1 per

dan perawatan rumah tangga, surat menyurat
kearsipan.

Pasal 11
Untuk melsksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi

a, Penyusunan rencana dan program, laporan serta
evaluasi ;

b. Pangelolagn keuangan ;

o Pengelol inistrasi kepeq ;

d. Pengelolaan urusan, rumah tangga, perlengkapan
dan perawatan ;

. e Pengelolaan ... &
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Pengelolaan’  urusan  sural  menyurat  dan
kearsipan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ciberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Program ;
b. Urusan Keuangan ;
¢. Urusan Umum .

(2) Masing-masing urusan dipimpin cleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Pasal 13

(1)Urusan ' Program mempunyal tugas  pgkok

feuk p ilan dan bahan

penyusunan rencanafprogram, laporan dan
evaluasi kegiaten Dinas Pendaftaran Penduduk

(2)Urusan Keuangan mempunyal tugas pokok
iapk bahan p 1

P dan belanja, . verifikasi,

perbendaharaan dan pertanggung  jawaban

keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.

(3)Urusan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi kepegawaian, Perlengkapan
dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat
dan kearsipar.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 14
(1)Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk adatah
unsur pelaksana teknis dibidang pendaftaran
penduduk.
(2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk digimpin

oleh seorang Kepala yang berada ditawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15... 7




Pasal 15

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyal tugas
pokok melaksanakan sebagian  tugas Dinas
Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan
pendaftaran penduduk Warga Negara Indenesia dan
Warga Negara Asing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15, ° Seksi Pelayanan Peitdaftaran
mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan  pendaftaran  dan  pencatatan
administrasi pentuduk Warge Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing;

b. Pelaksanaan P dan ¥
Palayanan pendaftaran penduduk Warga Megara
Indonesia dan Warga Negara Asing ;

s

Pemeriksaan dan Penelitian  berkas pendaftaran
penduduk :Warga Megara Indonesia dan Warga
* Negara Asing ; 3

o

d Pemberian  Nomor  Induk  Kependudukan,
penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Panduduk ;

e P per dan n mutasi
data panduduk; ®

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 17
(1) Seks| Pelayanan Pendaftaran terdiri dari ;
a. Sub Seksi Nomor Induk Kependuduksn
dan Kartu Keluarga ;
b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk ;
¢ Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.
(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Pasal 18 8




Pasal 18

(1)Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan
Kartu Keluarga mempunyal tugas pokok
r penyiapan bahan pendaftaran dan
pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas
pendaftaran, pengelolaan  data, pemberian
Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan
, Kartu Keluarga .

(2)Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunya:
tugas pokok melakukan penyiapan  bahan
pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan daf
penelitian' berkas psndaftaran, pengelolaan data
dan penefbitan Kartu Tanda Penduduk.

(3) Sub Seksi Mutas Pendaftaran mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran
dan pencatatan perneriksaan dan penelitian
berkas pendaftaran serta pengeiolaan mutasi
data penduduk.

Paragraf 4
Seks) Pelayanan Pencatatan

Pasal 19

(i)Seksi Pelayanan Pencatatan adalah  unsur
pelaksana dibidang pencatatan penduduk.

(2)Seksi Pelayanan Percatatan dipimpin  aoleh
seorang kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas

Pasal 20

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas
pokok  melaksanakan sebagian  tugas Dinas
Pendaftaran  Penduduk  dibidang pelayanan
pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing.

Pasal 21

Untuk melaksanakan . tugas pokok sebagaimana .
dimaksud dalam pasal - 20, Seksi Pelayanan
Pencatatan mempunyai fungsi @ .

a, Pelaksanaan  pencatatan  dan pendaftaran,
pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran
bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing;

b. Pelaksanaan ... 9




b. Pelaksanaan  pencatatan . dan  pendaftaran,
pemeriksaan dan penelitian berkas pencatzatan,
pangelolaan  data  serta  penerbitan  skta
parkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan
Warya Nagara Asing;

¢ Pelaksanaan pencatatan den  pendafjaran,
pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelclaan  data  serta  penerbitan akta
perceraian bagl Warga Negara Indonesia dan
VWarga Megara Asing |

Pelaksenaan  pencatatan dan  pendaftaran,
pameriksaan dan penelitian berkas pencatatan,
pengelolaan data serta penerbitan akta kematian
bagi Waiga Negara Indonesia dan Warga Negars
Asing ;

a

e.Palaksanaan  pencatatan - dan  pendaftaran,
pemeriksaan dan penelitian berkas -pencatatan,
pengelclaan  -data serta penerbitan  akta
pengakuan dan pengesahan enak, bagi Warga
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;

Pelaksanaan  pencatatan dan  pendaftaran,
pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan
aporan  kelahiran, perkawinan,  perceraian,
kematian, pengakuan dan pengesahan anak di
tuar negeri ;

. Pameriksaan gan penelition berkas pencatatan
serta pengelolaan perubahan status
kewarganegaraan dan gant nama ;

a

b, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas,

Pasal 22
(1) Sekst Pelgyenan Pencatatan tejdin azr -
3. Sub Seksi Kelahiran dan kematia
h Sub  wSeksl Perkawinan, Pengakuan  dan
pengesahan Anak dan Perceraian ;
Sub,Seksi Mutasi Pencatatan,

{2) Masing:masing Sub Seksi cipimpin oleh seorang
kepala yang berada dibawah dan bertanagung
jewah langsung kepada Kepala Seksl,

Pasat 23 ... 10




Pasal 23

(1) Sub Seksi Kelahiran den Kematian mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan
pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan
; litian berkas n, | jal data,
penerhitan akta kelahican dan akta kematian
bagi Warga Negara Indonesle dan Warga Negara
Asing serta pencatatan dan pemberian surat
keterangan laporan kelahiran dan kematian di
fuar negeri .

(2)Sub  Seksi Perkawlinan, Pengakuan  dan
Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai
tugas pokok melakukan penylapan bEhan
pencatatan dan pendaitaran, pemeriksaan dan
penslitian berkas pencatatan, pengelolaan data,
penarbitan akta perkawinan, akia pengakuan
dan pengesahan anak, akats perceraian bagi
Warga HNegara Indonesia dan Warga Megars
Asing , serta pencatatan dan pemberian surat
keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan
pengesahan anak, perceraian di luar negeri .

(2)Sub Seksi Mutasi Pencatatan mernpuniyal tugas
pokok melakukan- penyiapan bahan pencatatan
dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian
barkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak .

Paragraf 5
Seksi Data dan Laporan

Pasal 24

{1) Seksi Data dan Leporan adalzh unsur pelaksana
teknis dibidang Data dan laporan kependudukan.

(2)Seksi Data dan Laporan dipimpin oleh ssorang
' Kepala yang berada dibawah dan hertanggung
jawab kepads Kepala Dinas

Pasal 25

Seksl Data dan Laporan mempunyai tugas pokek
melaksanakan sebagian tugas Dinas pendaftaran
penduduk di bideng pengolahan data dan laporan
data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing .
Pasal 26 11
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Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimiana dimaksud
datam Pasal 25, Seksi Data den lLaporan
mempunyai fungsi : :

a. Penerimaan data pendaftaren dan pencatatan
penduduk Warga Megara Indohesia dan Warga
Negara Asing ;

b, Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi
dats pendaftaran dan pencatatan penduduk
Warga MNegara Indonesia dan Warga Megara
Asing ;

Penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran
dan pencatatan  penduduk Warga  negard
Indonesia dan Warga Negara fsing '

a

Panyimpanan dan pameliharaan data
pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga
Negara Indenesia dan Warga Negara Asing ;

e Pembuatan data statistik dan laporan data serta
pemberian layanan informasi;

Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;

Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk
Werga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing ;

Molaksanakan tugas-tugas kain yang diberikan
oleh Kepals Dinas.

2l

=

Pasal 27

(1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari ©
a. Sub Seksi Pangolahan Data
b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan ;
c. Sub Seksi pengandalian dan Penyuluhan

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang

kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Seksi

Pasal 2B ... 12
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;
. data d; an dan

FPasal 28

(1)Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan
pengumpulan, perneriksaan, perumusan sisiem,

lisa dan pengapl iapan dan

penduduk Warga Negara Indonesia dan Viarga
Negara Asing.

(2)Sub  Seksl Penyimpanan ' dan  Laporan

punyai tugas pokok kukar penyiapan

bahan penyimpanan dan pemeliharaan, serta

penyusunan grafik statistik data pendaftaran

penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga
Megara Asing; serta laporan date penduduk.

(3)Sub  Seksi pangendalian dan  Penyuiuhan
mempunyai tugas pokok melakukan penylapan
bahan pengéndallan dan pengawasan, serta
melaksanakan penyuluhan  dan pemberian
layanan informasi kepada penduduk  Warga

. MNegara Indonesia dan Warga Megara Asing

BAB IV
CABANG DINAS
Pesal 29 .

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas
Pendaftaran Penduduk yang mempunyai wilayah
keria meliputi satu atau beberapa kacamatan ;

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh secrang kepala
Cabang Dinas yang dalam melaksanakan
-tugasnya  berada dibawah dan bertanggung
jawab ' kepada Kepals Dinas FPendafiaran
Penduduk.

Pasal 30
Cabang Dinas  mempunyal tugas  Pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran
Penduduk disuatu Wilayah atau beberapa Wilayah
Kecamatan,

BABY ... 13
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' BAB V
UNET PELAK;ANMN TEKNIS DINAS
) Pasal 31
(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai

kedudukan sebagai unsur Peslaksanaan Taeknis
Oprasi Dinas an F duk

(2)Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh
scorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas
Pendaftaran Penduduk.

Pasal 32

UPTD dibanty berdasarkan kreteria yang akan
gitetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
| Pasal 33

(1) Kelompok . Jabatan Fungsional di lingkungan
Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas dan
UPTD mempunyai tugss melnksanakan kegiatan
teknis pendaftaran dan pencatelan penduduk
sesual-dengan bidang keahlian masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagzimana
dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh ssorang
tenaga fungsional senlor selaku kelua kelompok
yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dimas
atau Kepala UPTD .

Pasal 34
(1)Kelompok Jabatan Funsional dapat dibagi
kedalam sub-sub kalompok sesuar dengan
kebutuhan. dan masing-masing dipimpin  aleh
seorang tanaga fungsional senlor;

(2)Jumiah tenaga fungsional ditentukan
berdasarkan sifat, jents dan beban kerja;

(3)Pembinaan ... 14




(3) Ppmbhaan terhadap  tenaga  fungsional
dilakukan sesuai dengen peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 35

Dglam melaksanakan tugas, Dinas Pendaftaran
Panduduk, Cebang Dinas, Unit Palaksana Teknis
Dinas Dan- Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip  kaedinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi sesual dengan
tugas masing-masing.

Pasal 36

{1}Kepala ‘Dinas Pendaftaran Penduduk dalam
melaksanakan tgasnya berdasarkan
kebljaksanaan yang ditetapkan oleh Bupstt .

(2)Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk wajib”
memberikan petunjuk, membina, membimbing
dan mengawasi pekerjaan unsur-ynsur
pembanty dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan Dinasnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Biaya penyelenggaraan Dinas Pendaftaran
kepada 5o
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Aceh Tengah, serta subsidi atau
bantuan dari pemerintah atasan dan lsmbage
lain diluar Pemerintah Daerah.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas
Pendaftaran Penduduk dan pejabat lainnya
diatur sesuai dengan peraluran perundang-
undangan yang berlaku. -

Pagal 38 ... 15




Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasrah
ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati
sepanjang .mengena peraturan pelaksanaannya
dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

. BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Basal 38 :

Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini maka
segala ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan deerah ini dinyatakan tidak barfaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlakil pada tanggal
diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daarah
Kabupaten Aceh Tengah

di Takengon
ggal 3 Ppril 2060

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 7 April 2000

djar Laut Tawar
/010055248

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAR
TAHUN 2020 NOMOR 4
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PENJELASAN
"ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TERGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BAN TATA KERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUFATEN ACEH FE‘NGAH

PENIELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka ‘meningkatkan penyelenggarasn thyas
pemerintah di bidang penyslenggaraan pendaftaran  penduduk
secara  berdaya guna dan  berhasil guna dipandang  pertu
menyesuaikan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas | duk by n Aceh Tengah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1938, tentang
Padarnan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Pendaftaram Fenduduk
Daerah Tingkat II. :

Penjelasan Posal demi Pasal

Pasal 1 sampar dengan Pasal 40, cukup jelas.
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